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The enactment of the National Criminal Code under Law Number 1 of 2023 
and the Criminal Procedure Code under Law Number 20 of 2025 marks a 
major reform of Indonesia's criminal justice system by reinforcing the 
position of advocates as equal law enforcement officers. Nevertheless, the 
effectiveness of these reforms is constrained by the fragmented structure of 
advocate organizations, which creates inconsistencies in professional 
standards, ethical enforcement, legal education, and institutional 
accountability. This study examines the urgency of reconstructing the 
regulation of advocate organizations to support the implementation of 
advocates' functions within the new criminal justice framework and proposes 
an institutional model that promotes professionalism, integrity, and legal 
certainty. The research applies a socio-legal approach with a dominant 
normative juridical method through library research, utilizing legislation, 
court decisions, books, and scientific journals as primary and secondary 
legal materials. The findings indicate that the current multi-bar system 
weakens professional standardization and ethical supervision, thereby 
reducing advocates' effectiveness in fulfilling their constitutional role. The 
study concludes that regulatory reconstruction is essential through an 
integrated institutional framework that standardizes professional education, 
strengthens ethical enforcement, and improves supervision while respecting 
the constitutional freedom of association. Such reform is expected to 
reinforce the advocate profession as an officium nobile and enhance justice, 
legal certainty, and the effectiveness of Indonesia's criminal justice system. 
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Abstrak 

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2025 menandai reformasi besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan 
memperkuat kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang setara. Namun, efektivitas reformasi 
tersebut masih terkendala oleh fragmentasi organisasi advokat yang menimbulkan 
ketidakkonsistenan dalam standar profesi, penegakan kode etik, pendidikan hukum, dan akuntabilitas 
kelembagaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi rekonstruksi pengaturan organisasi 
advokat untuk mendukung pelaksanaan fungsi advokat dalam kerangka sistem peradilan pidana yang 
baru serta merumuskan model kelembagaan yang mendorong profesionalisme, integritas, dan 
kepastian hukum. Penelitian menggunakan pendekatan sosio-legal dengan metode yuridis normatif 
melalui studi kepustakaan, yang memanfaatkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, 
buku, dan jurnal ilmiah sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa sistem multi-bar yang berlaku saat ini melemahkan standardisasi profesi dan pengawasan etik 
sehingga mengurangi efektivitas advokat dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Oleh karena 
itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan melalui kerangka kelembagaan yang terintegrasi untuk 
menstandarkan pendidikan profesi, memperkuat penegakan kode etik, dan meningkatkan sistem 
pengawasan dengan tetap menghormati kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi. Reformasi 
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tersebut diharapkan dapat memperkuat profesi advokat sebagai officium nobile serta meningkatkan 
keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. 
 
Kata Kunci: KUHAP, KUHP Nasional, Organisasi Advokat, Rekonstruksi Hukum, Sistem Multi Bar 
 
 

I. PENDAHULUAN 
Transformasi sistem hukum pidana Indonesia melalui pemberlakuan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP Baru) merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum nasional. 
Reformasi tersebut tidak hanya mengubah substansi hukum pidana, tetapi juga memperkuat 
paradigma penegakan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, 
keadilan restoratif, kepastian hukum, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak 
dalam proses peradilan pidana. Dalam paradigma baru tersebut, advokat memperoleh posisi 
yang semakin strategis sebagai bagian dari catur wangsa penegak hukum yang memiliki 
tanggung jawab menjaga terlaksananya prinsip due process of law secara efektif pada 
setiap tahapan proses peradilan pidana. (Bongso et al., 2025) 

Kedudukan advokat sebagai penegak hukum telah diakui secara normatif dalam 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pengakuan tersebut 
menempatkan advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam 
memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Namun demikian, perkembangan 
kelembagaan organisasi advokat di Indonesia menunjukkan dinamika yang berbeda dengan 
semangat pembentukan undang-undang tersebut. Setelah berbagai putusan Mahkamah 
Konstitusi mengenai organisasi advokat, muncul berbagai organisasi profesi yang 
menjalankan fungsi pendidikan profesi, ujian advokat, pengangkatan advokat, pembentukan 
kode etik, hingga penegakan disiplin secara mandiri. Kondisi tersebut memunculkan sistem 
multi bar yang menimbulkan perbedaan standar kompetensi maupun pengawasan profesi 
advokat. (Prayudi et al., 2020) 

Secara konseptual, keberadaan organisasi advokat memiliki fungsi yang sangat 
strategis dalam menjamin kualitas profesi hukum. Organisasi advokat bukan hanya menjadi 
wadah berhimpunnya para advokat, melainkan juga menjadi institusi yang bertanggung 
jawab terhadap pembinaan, pendidikan berkelanjutan, pengawasan kode etik, serta 
perlindungan independensi profesi. Oleh karena itu, kualitas organisasi advokat secara 
langsung akan memengaruhi kualitas pelayanan hukum yang diterima masyarakat. Ketika 
organisasi profesi tidak mampu menjalankan fungsi tersebut secara optimal, maka kualitas 
penegakan hukum turut mengalami penurunan. (Samo, 2017) 

Perkembangan organisasi advokat di Indonesia memperlihatkan adanya fragmentasi 
kelembagaan yang semakin kompleks. Berbagai organisasi advokat memiliki mekanisme 
pendidikan profesi, ujian, hingga sistem pengawasan etik yang berbeda-beda sehingga 
menimbulkan disparitas kualitas advokat. Perbedaan tersebut menyebabkan tidak adanya 
standar nasional yang benar-benar seragam dalam menghasilkan advokat yang profesional, 
berintegritas, dan memiliki kompetensi yang sama. Akibatnya, masyarakat sebagai pencari 
keadilan memperoleh kualitas pelayanan hukum yang berbeda bergantung pada organisasi 
tempat advokat tersebut bernaung. (Hidayah et al., 2023) 

Fenomena fragmentasi organisasi advokat juga memunculkan persoalan akuntabilitas 
dalam penegakan kode etik profesi. Tidak sedikit advokat yang memperoleh sanksi etik dari 
suatu organisasi kemudian berpindah ke organisasi lain tanpa adanya mekanisme 
pengawasan nasional yang terintegrasi. Kondisi demikian menimbulkan apa yang dikenal 
sebagai ethical migration, yaitu perpindahan organisasi sebagai cara menghindari 
pelaksanaan sanksi etik. Situasi tersebut tentu bertentangan dengan prinsip profesionalisme 
advokat sebagai officium nobile yang mengutamakan integritas dan tanggung jawab moral 
dalam menjalankan profesinya. (Majelis: Jurnal Hukum Indonesia, 2025) 

Pemberlakuan KUHP Nasional dan KUHAP Baru justru meningkatkan tuntutan 
profesionalisme advokat. Advokat tidak lagi hanya berfungsi sebagai pendamping hukum 
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pada tahap persidangan, tetapi telah memperoleh peran yang lebih luas sejak tahap 
penyelidikan dan penyidikan. Selain memberikan bantuan hukum kepada tersangka, 
advokat juga memiliki tanggung jawab memastikan tidak terjadi pelanggaran hak asasi 
manusia selama proses penegakan hukum berlangsung. Dengan demikian, kompetensi 
advokat harus semakin tinggi baik dari aspek substansi hukum, etika profesi, maupun 
kemampuan penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. (Syarief, 2023) 

Paradigma keadilan restoratif yang menjadi salah satu ciri utama KUHP Nasional 
menuntut perubahan pola pikir seluruh aparat penegak hukum, termasuk advokat. 
Penyelesaian perkara pidana tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi 
juga mengedepankan pemulihan hubungan sosial, kepentingan korban, dan tanggung jawab 
pelaku. Perubahan paradigma tersebut menuntut organisasi advokat untuk menyusun 
sistem pendidikan profesi yang mampu menghasilkan advokat dengan kompetensi mediasi, 
negosiasi, komunikasi hukum, dan penyelesaian sengketa secara damai. Tanpa adanya 
standar nasional yang seragam, tujuan pembentukan sistem hukum pidana modern akan 
sulit diwujudkan secara optimal. (Selly, 2025) 

Keberadaan sistem multi bar sesungguhnya merupakan konsekuensi dari 
penghormatan terhadap kebebasan berserikat sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak boleh 
mengurangi kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Kebebasan membentuk 
organisasi profesi harus tetap diimbangi dengan mekanisme pengawasan nasional yang 
menjamin keseragaman standar pendidikan, kode etik, dan kompetensi profesi. Oleh sebab 
itu, diperlukan formulasi pengaturan kelembagaan yang mampu menjaga keseimbangan 
antara prinsip kebebasan berserikat dengan kebutuhan akan standarisasi profesi advokat 
secara nasional. (Suhayati, 2015) 

Permasalahan kelembagaan organisasi advokat juga berdampak terhadap kepastian 
hukum dalam proses penegakan hukum. Perbedaan mekanisme pendidikan profesi maupun 
pengangkatan advokat sering kali menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi organisasi 
yang berwenang menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Akibatnya, muncul ketidakpastian 
hukum yang tidak hanya dirasakan oleh advokat, tetapi juga oleh masyarakat pencari 
keadilan, lembaga peradilan, serta aparat penegak hukum lainnya. Dalam negara hukum 
modern, kepastian mengenai kelembagaan profesi hukum merupakan salah satu syarat 
penting bagi terciptanya sistem peradilan yang efektif dan terpercaya. (Firmansyah, 2022) 

Urgensi pembaruan pengaturan organisasi advokat menjadi semakin nyata ketika 
dikaitkan dengan perkembangan hukum nasional yang terus mengalami modernisasi. 
Reformasi hukum pidana melalui KUHP Nasional dan KUHAP Baru pada hakikatnya 
merupakan upaya membangun sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap 
perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan regulasi organisasi advokat harus 
berjalan seiring dengan pembaruan hukum pidana agar seluruh komponen sistem peradilan 
memiliki kapasitas kelembagaan yang setara dalam mendukung tercapainya tujuan hukum. 
Tanpa adanya organisasi profesi yang kuat, independen, dan memiliki standar nasional 
yang jelas, efektivitas implementasi hukum pidana baru akan menghadapi berbagai 
hambatan dalam praktik. (Bongso et al., 2025). 

Kajian mengenai organisasi advokat di Indonesia telah berkembang cukup pesat 
dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah munculnya berbagai putusan Mahkamah 
Konstitusi yang memberikan ruang bagi lahirnya lebih dari satu organisasi advokat. 
Perkembangan tersebut melahirkan perdebatan akademik mengenai efektivitas sistem 
single bar dan multi bar dalam menjamin profesionalisme advokat. Sebagian kalangan 
berpendapat bahwa sistem multi bar merupakan konsekuensi logis dari kebebasan 
berserikat yang dijamin konstitusi, sedangkan pihak lain menilai bahwa sistem tersebut 
justru mengurangi efektivitas pembinaan profesi, memperlemah pengawasan etik, serta 
menghambat terciptanya standar nasional profesi advokat. (Prayudi et al., 2020) 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan organisasi advokat tidak dapat 
dipandang semata sebagai organisasi kemasyarakatan biasa, melainkan sebagai lembaga 
profesi yang memiliki fungsi publik. Fungsi publik tersebut terlihat dari kewenangan 
organisasi advokat dalam menyelenggarakan pendidikan profesi, melaksanakan ujian 
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advokat, melakukan pengangkatan advokat, menyusun kode etik profesi, hingga 
menjatuhkan sanksi disiplin terhadap anggotanya. Dengan demikian, kualitas kelembagaan 
organisasi advokat memiliki hubungan langsung dengan kualitas pelayanan hukum yang 
diterima masyarakat sebagai pengguna jasa hukum. (Hidayah et al., 2023) 

Penyelenggaraan fungsi-fungsi tersebut dilakukan secara berbeda oleh masing-
masing organisasi advokat. Perbedaan kurikulum pendidikan profesi, mekanisme ujian, 
sistem sertifikasi, maupun tata cara penegakan kode etik mengakibatkan munculnya variasi 
kualitas advokat yang cukup signifikan. Kondisi demikian menunjukkan bahwa sistem 
organisasi advokat belum sepenuhnya mampu menghasilkan standar kompetensi profesi 
yang seragam sebagai salah satu syarat terciptanya kepastian hukum dalam 
penyelenggaraan peradilan. (Sudarmono, 2020) 

Fragmentasi organisasi advokat juga menimbulkan persoalan koordinasi 
antarlembaga penegak hukum. Dalam praktik peradilan, masih ditemukan perbedaan 
pengakuan terhadap organisasi advokat tertentu yang berimplikasi pada proses 
pengangkatan, penyumpahan, maupun pelaksanaan fungsi profesi di berbagai daerah. 
Situasi tersebut menciptakan ketidakseragaman administrasi profesi yang pada akhirnya 
memengaruhi efektivitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Padahal, salah satu 
karakteristik negara hukum adalah adanya kepastian mengenai kelembagaan yang 
menjalankan fungsi-fungsi hukum secara konsisten dan berkesinambungan. (Firmansyah, 
2022) 

Permasalahan lain yang banyak mendapat perhatian adalah lemahnya sistem 
pengawasan etik akibat tidak adanya otoritas nasional yang memiliki kewenangan 
koordinatif terhadap seluruh organisasi advokat. Setiap organisasi menerapkan mekanisme 
penegakan disiplin yang berbeda sehingga efektivitas pelaksanaan sanksi etik menjadi tidak 
seragam. Dalam beberapa kasus, advokat yang dikenai sanksi disiplin masih dapat 
menjalankan profesinya melalui organisasi lain karena tidak adanya sistem pengawasan etik 
yang terintegrasi secara nasional. Keadaan ini berpotensi menurunkan kepercayaan 
masyarakat terhadap profesi advokat sebagai profesi yang menjunjung tinggi integritas. 
(Majelis: Jurnal Hukum Indonesia, 2025) 

Perubahan sistem hukum pidana nasional melalui KUHP Nasional dan KUHAP Baru 
semakin mempertegas pentingnya organisasi advokat yang mampu menjamin 
profesionalisme anggotanya. Reformasi hukum pidana tidak hanya menuntut perubahan 
norma hukum, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang akan melaksanakan norma 
tersebut. Advokat dituntut memiliki kompetensi yang lebih luas dibandingkan sebelumnya, 
termasuk kemampuan dalam penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif, 
perlindungan hak asasi manusia, penggunaan teknologi informasi dalam pembuktian, serta 
penguasaan perkembangan hukum internasional. Kondisi tersebut memerlukan sistem 
pembinaan profesi yang terstruktur dan berkelanjutan. (Bongso et al., 2025) 

Di tingkat internasional, berbagai negara telah menerapkan model organisasi advokat 
yang berbeda sesuai dengan karakter sistem hukumnya. Negara-negara seperti Malaysia 
masih mempertahankan sistem single bar dengan standar profesi yang seragam, 
sedangkan beberapa negara lain mengembangkan sistem organisasi yang lebih plural 
namun tetap berada di bawah pengawasan lembaga nasional yang memiliki kewenangan 
menetapkan standar pendidikan, kode etik, dan disiplin profesi. Pengalaman tersebut 
menunjukkan bahwa pluralitas organisasi profesi bukan merupakan persoalan utama 
selama terdapat mekanisme regulasi nasional yang mampu menjaga keseragaman kualitas 
profesi advokat. (Selly, 2025) 

Di Indonesia sendiri, gagasan pembentukan Dewan Advokat Nasional kembali 
mengemuka sebagai salah satu alternatif penyelesaian terhadap persoalan fragmentasi 
organisasi advokat. Dewan tersebut diproyeksikan menjadi lembaga independen yang 
bertugas menetapkan standar nasional pendidikan profesi, menyusun kode etik yang 
berlaku secara nasional, mengawasi pelaksanaan disiplin profesi, serta mengoordinasikan 
berbagai organisasi advokat yang tetap diberikan kebebasan untuk menjalankan fungsi 
organisasionalnya. Pendekatan demikian dinilai mampu mengakomodasi prinsip kebebasan 
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berserikat tanpa mengorbankan kepastian hukum dan profesionalisme advokat. (Majelis: 
Jurnal Hukum Indonesia, 2025) 

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya masih berfokus pada perdebatan antara 
sistem single bar dan multi bar sebagai persoalan kelembagaan semata. Belum banyak 
penelitian yang menghubungkan fragmentasi organisasi advokat dengan implementasi 
KUHP Nasional dan KUHAP Baru sebagai instrumen pembaruan sistem hukum pidana 
Indonesia. Padahal, perubahan paradigma hukum pidana yang lebih modern memerlukan 
dukungan organisasi profesi yang memiliki standar nasional dalam menghasilkan advokat 
yang profesional, independen, dan berintegritas. Kekosongan kajian tersebut menjadi dasar 
penting dilakukannya penelitian ini. (Yolanda, 2023) 

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa 
efektivitas implementasi KUHP Nasional dan KUHAP Baru tidak hanya ditentukan oleh 
kualitas substansi hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan 
organisasi advokat sebagai salah satu unsur penting dalam sistem peradilan pidana. Oleh 
karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan organisasi advokat yang mampu 
mewujudkan keseimbangan antara kebebasan berserikat, profesionalisme profesi, kepastian 
hukum, dan perlindungan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam penyusunan 
kebijakan reformasi organisasi advokat di Indonesia. (Samo, 2017) 

Diperlukan suatu formulasi kebijakan yang mampu merekonstruksi pengaturan 
organisasi advokat secara komprehensif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional 
yang berlaku di Indonesia. Rekonstruksi tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi 
kebebasan berserikat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan untuk menciptakan mekanisme 
kelembagaan yang mampu menjamin keseragaman standar profesi, efektivitas pembinaan, 
penegakan kode etik, serta peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. 
Reformasi kelembagaan organisasi advokat harus diarahkan pada pembentukan sistem 
yang mampu mengintegrasikan fungsi pengawasan nasional dengan tetap memberikan 
ruang bagi keberadaan organisasi profesi yang independen. (Suhayati, 2015) 

Rekonstruksi pengaturan organisasi advokat menjadi semakin penting apabila 
dikaitkan dengan perkembangan kompleksitas perkara hukum pada era digital dan 
globalisasi. Advokat saat ini tidak hanya menghadapi sengketa konvensional, tetapi juga 
berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan transaksi elektronik, perlindungan data 
pribadi, tindak pidana siber, kejahatan transnasional, investasi internasional, hingga 
penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif. Kondisi tersebut menuntut adanya 
sistem pendidikan profesi yang adaptif terhadap perkembangan ilmu hukum dan teknologi 
sehingga advokat memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. 
Tanpa adanya standar nasional yang jelas, peningkatan kualitas profesi akan sulit 
diwujudkan secara merata. (Danialsyah, 2021) 

Penguatan organisasi advokat juga memiliki hubungan erat dengan upaya menjaga 
independensi profesi. Advokat merupakan salah satu profesi hukum yang menjalankan 
fungsi konstitusional dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Oleh 
karena itu, organisasi advokat harus memiliki kapasitas kelembagaan yang mampu 
melindungi anggotanya dari berbagai bentuk intervensi sekaligus memastikan bahwa setiap 
advokat tetap mematuhi prinsip-prinsip etika profesi. Independensi profesi hanya dapat 
terwujud apabila organisasi advokat memiliki legitimasi yang kuat, sistem pengawasan yang 
efektif, serta mekanisme pembinaan yang berkesinambungan. (Syarief, 2023) 

Dalam perspektif penegakan hukum, keberadaan organisasi advokat yang profesional 
juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sistem peradilan secara menyeluruh. 
Sistem peradilan pidana tidak hanya bergantung pada kualitas hakim, jaksa, dan penyidik, 
tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pembelaan hukum yang diberikan advokat kepada 
pencari keadilan. Apabila advokat memiliki kompetensi yang setara serta menjalankan 
profesinya berdasarkan standar etik yang sama, maka keseimbangan proses peradilan akan 
lebih mudah diwujudkan sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan 
kemanfaatan dapat tercapai secara optimal. (Pramono, 2016) 
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Penelitian ini memandang bahwa penyelesaian persoalan fragmentasi organisasi 
advokat tidak cukup dilakukan melalui perubahan administratif semata, melainkan 
memerlukan pembaruan regulasi yang mampu mengintegrasikan aspek kelembagaan, 
pendidikan profesi, pengawasan etik, serta pengembangan kompetensi secara nasional. 
Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan lembaga koordinatif 
nasional yang memiliki kewenangan menetapkan standar minimum pendidikan profesi, ujian 
advokat, kode etik, pendidikan berkelanjutan, dan sistem informasi disiplin profesi yang 
berlaku bagi seluruh organisasi advokat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu 
mengurangi disparitas kualitas advokat tanpa menghilangkan eksistensi organisasi profesi 
yang telah berkembang selama ini. (Majelis: Jurnal Hukum Indonesia, 2025) 

Penelitian ini juga menawarkan pendekatan yang berbeda dibandingkan penelitian 
terdahulu. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas aspek konstitusionalitas 
sistem single bar dan multi bar, atau hanya mengkaji akibat hukum Putusan Mahkamah 
Konstitusi terhadap organisasi advokat. Penelitian ini justru menghubungkan persoalan 
fragmentasi organisasi advokat dengan implementasi KUHP Nasional dan KUHAP Baru 
sebagai bagian dari reformasi sistem hukum pidana nasional. Dengan demikian, penelitian 
ini tidak hanya menyoroti kelemahan regulasi yang berlaku saat ini, tetapi juga merumuskan 
model pengaturan organisasi advokat yang relevan dengan kebutuhan sistem peradilan 
pidana modern. (Firmansyah, 2022) 

Rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi advokat, putusan 
Mahkamah Konstitusi, serta berbagai konsep mengenai tata kelola organisasi profesi di 
beberapa negara. Selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap berbagai kelemahan sistem 
organisasi advokat di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan profesi, 
pengawasan etik, standar kompetensi, dan mekanisme akuntabilitas kelembagaan. 
Berdasarkan hasil analisis tersebut, dirumuskan rekomendasi rekonstruksi pengaturan 
organisasi advokat yang mampu mendukung pelaksanaan fungsi hukum secara efektif 
dalam kerangka KUHP Nasional dan KUHAP Baru. (Bongso et al., 2025) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh fragmentasi organisasi 
advokat terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi hukum dalam sistem peradilan pidana 
Indonesia, mengkaji urgensi perubahan pengaturan organisasi advokat sebagai respons 
terhadap pembaruan hukum nasional, serta merumuskan model pengaturan organisasi 
advokat yang mampu menjamin profesionalisme, integritas, kepastian hukum, dan 
efektivitas penegakan kode etik. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan 
pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam melakukan reformasi terhadap 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat agar selaras dengan 
perkembangan sistem hukum pidana nasional. (Hidayah et al., 2023) 

Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa 
efektivitas pelaksanaan fungsi hukum dalam sistem peradilan pidana dipengaruhi oleh 
kualitas kelembagaan organisasi advokat. Semakin terfragmentasi organisasi advokat tanpa 
adanya standar nasional yang mengikat, maka semakin besar potensi terjadinya disparitas 
kompetensi profesi, lemahnya pengawasan kode etik, serta menurunnya kualitas pelayanan 
hukum kepada masyarakat. Sebaliknya, rekonstruksi pengaturan organisasi advokat melalui 
pembentukan sistem kelembagaan yang terintegrasi diyakini mampu meningkatkan 
profesionalisme advokat, memperkuat independensi profesi, menciptakan kepastian hukum, 
dan mendukung keberhasilan implementasi KUHP Nasional serta KUHAP Baru (Samo, 
2017). 

Perubahan lingkungan hukum yang terjadi seiring dengan perkembangan masyarakat 
menuntut profesi advokat untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya. 
Globalisasi, digitalisasi pelayanan hukum, serta meningkatnya kompleksitas hubungan 
hukum nasional maupun internasional telah memperluas ruang lingkup pekerjaan advokat. 
Tidak hanya berperan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, advokat juga dituntut 
mampu memberikan konsultasi hukum yang komprehensif, melakukan negosiasi, mediasi, 
arbitrase, hingga memberikan pendampingan dalam transaksi bisnis lintas negara. Kondisi 
tersebut menunjukkan bahwa kualitas organisasi advokat tidak lagi hanya diukur dari 
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kemampuan menyelenggarakan pendidikan profesi, tetapi juga dari kemampuannya 
membangun sistem pembinaan yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan kebutuhan masyarakat (Danialsyah, 2021). 

Penguatan organisasi advokat pada dasarnya merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari upaya membangun supremasi hukum. Negara hukum mensyaratkan 
adanya lembaga profesi yang mampu menjalankan fungsi kontrol terhadap 
penyelenggaraan kekuasaan negara melalui pemberian bantuan hukum kepada masyarakat 
secara independen. Dalam konteks tersebut, organisasi advokat memiliki tanggung jawab 
untuk memastikan bahwa setiap anggotanya memahami prinsip-prinsip negara hukum, hak 
asasi manusia, serta etika profesi dalam menjalankan tugasnya. Apabila organisasi advokat 
gagal menjalankan fungsi tersebut, maka kualitas perlindungan hukum terhadap masyarakat 
juga akan mengalami penurunan sehingga tujuan penyelenggaraan negara hukum menjadi 
sulit diwujudkan secara optimal (Pramono, 2016). 

Persoalan fragmentasi organisasi advokat juga berdampak pada efektivitas sistem 
pendidikan profesi advokat. Masing-masing organisasi memiliki kurikulum, metode 
pembelajaran, mekanisme evaluasi, dan standar kelulusan yang berbeda sehingga 
menghasilkan kualitas lulusan yang tidak seragam. Perbedaan tersebut berpotensi 
menimbulkan kesenjangan kompetensi antarsesama advokat, padahal seluruh advokat 
memiliki kedudukan yang sama sebagai penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan 
kebijakan nasional yang mampu menyusun standar minimal pendidikan profesi advokat agar 
setiap calon advokat memiliki kompetensi yang setara tanpa membedakan organisasi 
tempat mereka memperoleh pendidikan profesi (Hidayah et al., 2023). 

Pendidikan hukum berkelanjutan (continuing legal education) juga menjadi aspek 
penting dalam menjaga kualitas advokat. Perubahan regulasi yang berlangsung sangat 
cepat, khususnya setelah lahirnya KUHP Nasional dan KUHAP Baru, menuntut advokat 
untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya. Organisasi advokat perlu 
mengembangkan sistem pendidikan berkelanjutan yang terukur dan wajib diikuti oleh 
seluruh anggotanya sebagai bagian dari proses pemeliharaan kompetensi profesi. Tanpa 
adanya mekanisme tersebut, kualitas pelayanan hukum akan mengalami kesenjangan 
karena kemampuan advokat tidak berkembang seiring dengan perubahan regulasi dan 
kebutuhan masyarakat (Bongso et al., 2025). 

Perkembangan teknologi informasi juga telah mengubah pola pelayanan jasa hukum. 
Pemanfaatan persidangan elektronik, dokumen digital, tanda tangan elektronik, serta 
pembuktian berbasis teknologi menuntut advokat untuk memiliki kemampuan teknis yang 
sebelumnya belum menjadi perhatian utama dalam pendidikan profesi. Organisasi advokat 
perlu mengantisipasi perubahan tersebut melalui penyusunan kurikulum yang responsif 
terhadap perkembangan teknologi agar advokat mampu menjalankan profesinya secara 
efektif dalam era digital. Reformasi organisasi advokat karenanya tidak hanya berkaitan 
dengan struktur kelembagaan, tetapi juga menyangkut modernisasi sistem pembinaan 
profesi secara menyeluruh (Syarief, 2023). 

Urgensi pembaruan pengaturan organisasi advokat juga semakin menguat apabila 
dikaitkan dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas profesi di tengah masyarakat. 
Masyarakat saat ini semakin kritis dalam menilai kualitas pelayanan hukum sehingga 
advokat dituntut tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga integritas, 
transparansi, dan tanggung jawab profesional. Organisasi advokat harus mampu 
membangun mekanisme pengawasan yang objektif, independen, dan akuntabel sehingga 
setiap pelanggaran kode etik dapat diselesaikan secara adil tanpa dipengaruhi oleh 
kepentingan organisasi tertentu. Sistem pengawasan yang kredibel akan meningkatkan 
kepercayaan publik terhadap profesi advokat sekaligus memperkuat legitimasi organisasi 
profesi di mata masyarakat (Majelis, 2025). 

Dalam perspektif pembentukan hukum nasional, reformasi organisasi advokat juga 
harus diarahkan untuk mendukung terciptanya harmonisasi antarperaturan perundang-
undangan. Selama ini masih terdapat berbagai ketentuan yang menimbulkan multitafsir 
mengenai kewenangan organisasi advokat dalam menyelenggarakan pendidikan profesi, 
pengangkatan advokat, serta penegakan kode etik. Kondisi tersebut memerlukan 
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harmonisasi regulasi agar tidak lagi menimbulkan konflik norma maupun perbedaan praktik 
di lapangan. Harmonisasi tersebut penting sebagai bagian dari upaya membangun sistem 
hukum yang memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh pencari 
keadilan (Suhayati, 2015). 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena tidak 
hanya mengkaji dinamika organisasi advokat dari perspektif kelembagaan, tetapi juga 
menempatkannya sebagai bagian integral dari reformasi sistem hukum pidana Indonesia. 
Kajian ini menghubungkan perubahan regulasi organisasi advokat dengan kebutuhan 
implementasi KUHP Nasional dan KUHAP Baru sehingga menghasilkan rekomendasi 
kebijakan yang bersifat prospektif. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam 
bidang hukum profesi dan hukum acara pidana, sekaligus menjadi referensi bagi 
pemerintah, organisasi advokat, akademisi, serta praktisi hukum dalam mewujudkan 
organisasi advokat yang profesional, akuntabel, dan berintegritas di Indonesia (Selly, 2025). 

 
II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 
approach). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pengaturan organisasi advokat 
serta urgensi rekonstruksi regulasinya dalam mendukung implementasi KUHP Nasional dan 
KUHAP Baru. Kajian difokuskan pada aspek kelembagaan organisasi advokat, standar 
profesi, penegakan kode etik, dan efektivitas pelaksanaan fungsi advokat sebagai penegak 
hukum (Sugiyono, 2018). 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang 
menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, serta putusan Mahkamah 
Konstitusi yang berkaitan dengan organisasi advokat. Bahan hukum sekunder berupa buku, 
jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan (Suhayati, 2015). 

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai 
bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif menggunakan 
metode deskriptif-analitis melalui interpretasi hukum, sinkronisasi peraturan perundang-
undangan, dan analisis doktrin hukum untuk merumuskan rekomendasi rekonstruksi 
pengaturan organisasi advokat yang mampu memperkuat profesionalisme, kepastian 
hukum, dan efektivitas sistem peradilan pidana (Bongso et al., 2025). 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan organisasi advokat di Indonesia 
masih menghadapi berbagai persoalan normatif yang berimplikasi terhadap efektivitas 
pelaksanaan fungsi advokat sebagai salah satu penegak hukum. Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2003 tentang Advokat pada awalnya dirancang untuk mewujudkan organisasi profesi 
yang mampu menyelenggarakan pendidikan, pengangkatan, pengawasan, dan penegakan 
kode etik secara terpadu. Akan tetapi, perkembangan hukum setelah lahirnya beberapa 
putusan Mahkamah Konstitusi telah melahirkan berbagai organisasi advokat yang 
menjalankan fungsi tersebut secara mandiri. Kondisi tersebut menyebabkan sistem 
organisasi advokat berkembang menjadi sistem multi-bar yang hingga kini masih 
menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia (Prayudi et 
al., 2020). 

Analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa 
belum terdapat mekanisme hukum yang secara tegas mengatur hubungan koordinatif 
antarorganisasi advokat. Setiap organisasi memiliki kewenangan menyelenggarakan 
pendidikan profesi, ujian advokat, pengangkatan anggota, hingga pembinaan profesi 
berdasarkan ketentuan internal masing-masing. Akibatnya, muncul variasi standar 
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kompetensi dan kualitas advokat yang berbeda antarorganisasi. Keadaan tersebut 
menunjukkan bahwa sistem yang berlaku saat ini belum mampu mewujudkan keseragaman 
standar profesi sebagai salah satu prasyarat terciptanya kepastian hukum dalam sistem 
peradilan pidana (Hidayah et al., 2023). 

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa fragmentasi organisasi advokat 
berdampak terhadap lemahnya efektivitas penegakan kode etik profesi. Pengawasan etik 
yang dilakukan secara terpisah oleh masing-masing organisasi menyebabkan tidak adanya 
sistem pengawasan nasional yang dapat mengawasi seluruh advokat secara terpadu. 
Dalam praktiknya, seorang advokat yang dikenai sanksi etik oleh suatu organisasi masih 
berpotensi menjalankan profesinya melalui organisasi lain apabila tidak terdapat mekanisme 
koordinasi yang mengikat seluruh organisasi advokat. Kondisi demikian menimbulkan 
ketidakpastian dalam penegakan disiplin profesi dan berpotensi menurunkan kepercayaan 
masyarakat terhadap profesi advokat sebagai penegak hukum (Majelis: Jurnal Hukum 
Indonesia, 2025). 

Persoalan lain yang ditemukan berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan 
profesi advokat. Setiap organisasi memiliki kurikulum, metode pembelajaran, mekanisme 
evaluasi, dan standar kelulusan yang berbeda sehingga menghasilkan kualitas lulusan yang 
tidak seragam. Padahal, setelah diangkat dan disumpah, seluruh advokat memiliki 
kewenangan yang sama dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Perbedaan 
standar pendidikan tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan kompetensi yang pada 
akhirnya memengaruhi kualitas pelayanan hukum serta perlindungan terhadap hak-hak 
pencari keadilan (Sudarmono, 2020). 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana melalui 
pemberlakuan KUHP Nasional dan KUHAP Baru semakin mempertegas pentingnya 
pembaruan organisasi advokat. Kedua regulasi tersebut memperkenalkan berbagai 
paradigma baru dalam sistem peradilan pidana, seperti penguatan perlindungan hak asasi 
manusia, penerapan keadilan restoratif, perlindungan korban, serta keseimbangan hak dan 
kewajiban para pihak dalam proses peradilan. Perubahan tersebut menuntut advokat 
memiliki kompetensi yang lebih luas dibandingkan sebelumnya sehingga sistem pembinaan 
profesi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum nasional (Bongso et 
al., 2025). 

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan tantangan baru terhadap 
profesi advokat. Digitalisasi administrasi peradilan, persidangan elektronik, pembuktian 
berbasis dokumen elektronik, hingga meningkatnya tindak pidana siber mengharuskan 
advokat memiliki kemampuan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi hukum. 
Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum seluruh organisasi advokat 
memiliki standar pendidikan yang mengakomodasi perkembangan tersebut secara merata. 
Akibatnya, terdapat perbedaan tingkat kesiapan advokat dalam menghadapi perubahan 
sistem peradilan modern (Syarief, 2023). 

Penelitian ini juga menemukan bahwa belum adanya standar nasional mengenai 
pendidikan hukum berkelanjutan (continuing legal education) menyebabkan peningkatan 
kompetensi advokat sangat bergantung pada kebijakan masing-masing organisasi profesi. 
Padahal, perkembangan regulasi yang berlangsung sangat cepat mengharuskan advokat 
terus memperbarui pengetahuan hukumnya agar mampu memberikan pelayanan hukum 
yang profesional. Ketiadaan standar nasional tersebut mengakibatkan proses peningkatan 
kompetensi advokat belum berjalan secara sistematis dan berkesinambungan di seluruh 
organisasi profesi (Hidayah et al., 2023). 

Apabila dibandingkan dengan praktik di beberapa negara, pluralitas organisasi 
advokat sebenarnya bukan merupakan hambatan utama dalam menjaga profesionalisme 
profesi. Negara-negara yang menerapkan lebih dari satu organisasi profesi tetap mampu 
menghasilkan advokat yang berkualitas karena memiliki lembaga nasional yang 
menetapkan standar pendidikan, kode etik, dan sistem pengawasan profesi secara 
seragam. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama di Indonesia bukan 
terletak pada jumlah organisasi advokat, melainkan belum adanya regulasi yang 
mengintegrasikan standar profesi secara nasional (Selly, 2025). 
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Tabel 1. Hasil Analisis Pengaturan Organisasi Advokat di Indonesia 
No. Aspek Analisis Temuan Penelitian 

1 Sistem organisasi 
advokat 

Sistem organisasi advokat berkembang menjadi sistem multi-bar setelah 
adanya putusan Mahkamah Konstitusi. 

2 Koordinasi 
antarorganisasi 

Belum terdapat mekanisme hukum yang mengatur koordinasi 
antarorganisasi advokat secara nasional. 

3 Standar kompetensi Masing-masing organisasi memiliki standar pendidikan, ujian, dan 
pengangkatan advokat yang berbeda. 

4 Penegakan kode 
etik 

Pengawasan etik dilakukan secara terpisah sehingga belum terdapat 
sistem pengawasan nasional yang terintegrasi. 

5 Pendidikan profesi Kurikulum, metode pembelajaran, dan standar kelulusan antarorganisasi 
belum seragam. 

6 Reformasi hukum 
pidana 

Pemberlakuan KUHP Nasional dan KUHAP Baru menuntut peningkatan 
kompetensi advokat. 

7 Perkembangan 
teknologi 

Digitalisasi peradilan menuntut advokat memiliki kompetensi di bidang 
teknologi hukum, namun belum seluruh organisasi mengakomodasinya. 

8 Continuing Legal 
Education 

Belum terdapat standar nasional mengenai pendidikan hukum 
berkelanjutan bagi advokat. 

9 Praktik di negara 
lain 

Negara dengan sistem multi-bar tetap memiliki standar nasional 
pendidikan, kode etik, dan pengawasan profesi. 

10 Rekonstruksi 
pengaturan 

Diperlukan mekanisme koordinasi nasional, standar profesi yang 
seragam, serta basis data nasional advokat. 

 
Tabel 1 menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengaturan organisasi 

advokat di Indonesia tidak terletak pada keberadaan sistem multi-bar, melainkan pada 
belum adanya standar nasional yang mengintegrasikan penyelenggaraan pendidikan 
profesi, penegakan kode etik, pengawasan disiplin, serta peningkatan kompetensi advokat 
secara berkelanjutan. Fragmentasi kewenangan antarorganisasi menyebabkan perbedaan 
standar kompetensi dan lemahnya efektivitas pengawasan profesi. Oleh karena itu, 
penelitian ini menawarkan rekonstruksi pengaturan organisasi advokat melalui pembentukan 
mekanisme koordinasi nasional yang menetapkan standar pendidikan profesi, ujian advokat, 
kode etik, pendidikan hukum berkelanjutan, sistem pengawasan terpadu, serta 
pengembangan basis data nasional advokat guna mendukung profesionalisme dan 
kepastian hukum. 

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini memandang bahwa rekonstruksi 
pengaturan organisasi advokat perlu diarahkan pada pembentukan sistem kelembagaan 
yang mampu mengharmonisasikan fungsi seluruh organisasi profesi. Rekonstruksi tersebut 
tidak harus menghapus keberadaan organisasi advokat yang telah ada, tetapi membangun 
mekanisme koordinasi nasional yang memiliki kewenangan menetapkan standar pendidikan 
profesi, standar ujian advokat, kode etik nasional, pendidikan hukum berkelanjutan, serta 
sistem pengawasan disiplin yang berlaku bagi seluruh advokat di Indonesia. Model demikian 
dinilai lebih mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berserikat dengan kebutuhan 
akan kepastian hukum dan profesionalisme profesi (Majelis, 2025). 

Penelitian ini menilai bahwa pembentukan basis data nasional advokat menjadi salah 
satu kebutuhan yang mendesak dalam mendukung reformasi organisasi advokat. Basis data 
tersebut dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencatat status keanggotaan, riwayat 
pendidikan profesi, pelaksanaan pendidikan hukum berkelanjutan, hingga riwayat 
pelanggaran kode etik setiap advokat. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, 
proses pengawasan profesi akan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan memberikan 
kepastian hukum bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum lainnya (Bongso et al., 
2025). 

Rekonstruksi pengaturan organisasi advokat juga perlu disertai dengan harmonisasi 
berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat agar tidak 
lagi menimbulkan multitafsir mengenai kewenangan organisasi profesi. Harmonisasi 
tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan 
pendidikan profesi, pengangkatan advokat, penegakan kode etik, serta mekanisme 
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pengawasan profesi. Dengan adanya sinkronisasi regulasi, seluruh organisasi advokat 
dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif tanpa mengurangi independensi profesi 
sebagai salah satu pilar penegakan hukum (Suhayati, 2015). 

 
IV.  KESIMPULAN 

Pengaturan organisasi advokat di Indonesia belum mampu sepenuhnya mendukung 
efektivitas pelaksanaan fungsi advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan 
pidana. Fragmentasi organisasi advokat yang berkembang pasca berbagai putusan 
Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan perbedaan standar pendidikan profesi, mekanisme 
pengangkatan advokat, penegakan kode etik, dan sistem pengawasan profesi. Kondisi 
tersebut berdampak pada belum terwujudnya keseragaman kompetensi advokat, lemahnya 
koordinasi antarlembaga profesi, serta berkurangnya kepastian hukum dalam 
penyelenggaraan profesi advokat. Di sisi lain, implementasi KUHP Nasional dan KUHAP 
Baru menuntut keberadaan advokat yang profesional, independen, dan memiliki standar 
kompetensi yang sama agar mampu menjalankan fungsi perlindungan hak asasi manusia, 
menjamin due process of law, serta mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang 
efektif.  

Rekonstruksi pengaturan organisasi advokat menjadi kebutuhan yang mendesak 
melalui perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. 
Rekonstruksi tersebut perlu diarahkan pada pembentukan mekanisme koordinasi nasional 
yang menetapkan standar pendidikan profesi, pendidikan hukum berkelanjutan, kode etik, 
serta sistem pengawasan disiplin yang berlaku bagi seluruh organisasi advokat tanpa 
menghilangkan prinsip kebebasan berserikat. Pengaturan yang terintegrasi diharapkan 
mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas advokat, memperkuat kepastian 
hukum, serta mendukung keberhasilan reformasi sistem peradilan pidana Indonesia sesuai 
dengan semangat pembaruan KUHP Nasional dan KUHAP Baru.   
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